BAB I

STUDI PUSTAKA

A.Tinjauan Pustaka
1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting yang
berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi
atau Perusahaan agar bisa selaras dengan visi mis perusahaan. Oleh
karena itu perusahaan perlu menerapkan manajemen SDM yang baik
demi terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia
adalah suatu ilmu tentang mengatur hubungan dan peranan sumber daya
yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif. Di bentuknya
manajemen SDM ini salah satunya bertujuan untuk media komunikasi
antara karyawan dan perusahaan.

Proses-proses kinerja dari manajemen sumber daya manusia dapat
meliputi perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian dan
pengendalian. Salah satu fungsi manajemen SDM yaitu Kompensasi.
Kompensasi dapat meliputi gaji pokok, bonus struktur dan skala upah,
insentif, jamsostek, cuti, hingga dana pensiun. Departemen sumber daya
manusia memiliki kewajiban membuat stuktur dan skala upah yang baik,
sementara pihak manajer memiliki tugas melakukan pemberian gaji.
Pemberian kompensasi ditujukan untuk membangun suasana yang
kompetitif di antara karyawan pada perusahaan yang bersifat adil dan

sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
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Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15) menyatakan bahwa
sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana
mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang
dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat
digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama
perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.
Sumber daya manusia adalah komponen penting yang berfungsi
sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau
perusahaan yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga
kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat
digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Uraian
tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Hasibuan (2002:10)

menyatakan :

Sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan
dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Uraian pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Sumber daya
manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan
tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sumber daya manusia berarti
suatu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan sumber daya
manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan
efektif yang dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan
bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang
strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus

dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk
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mengelolah orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan
tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya.

Defenisi Manajeman Sumber Daya Manusia pada dasarnya adalah
praktik merekrut, mempekerjakan, memutasi dan mengelolah karyawan di
sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen SDM merupakan divisi
yang berperan dalam mengembangkan potensi karyawan sebuah
perusahaan sebagai aset bisnis. Manajemen SDM adalah suatu bidang
menajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia
dalam organisasi publik dan bisnis.

Bermacam-macam pendapat tentang pengertian manajeman
sumber daya manusia antara lain ada yang menciptakan human
resources, ada yang mengartikan sebagai manpower managemant serta
ada yang menyetarakan dengan pengertian sumber daya manusia
dengan personal (personalia, kepegawaian dan sebagainya). Akan tetapi,
pada manajemen sumber daya manusia yang mungkin tepat adalah
human resources management (manajemen sumber daya manusia),
dengan demikian secara sederhana pengertian manajemen sumber daya
manusia adalah mengelolah sumber daya manusia.

Menurut Simamora (2015:4) manajemen sumber daya manusia
adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa
dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan.

Sedangkan menurut Dessler (1997:2) manajeman sumber daya
manusia dapat didefenisikan sebagai sebagai suatu kebijakan dan praktik

yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber
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daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan,
penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian.

Jadi manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan
kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan serta
penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik individu maupun
organisasi. Walaupun objeknya sama sama manusia, namum pada
hakikatnya ada perbedaan yang hakiki antara manajemen sumber daya
manusia dengan manajeman tenaga kerja atau manajemen personalia.

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari
manajemen keorganisasian yang menfokuskan diri pada unsur sumber
daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai tugas untuk
mengelola unsur manusia secara baik agar di perolah tenaga kerja yang
puas akan pekerjaanya. Menurut Umar (1999:3) dalam tugasnya
manajemen sumber daya manusia dapat dikelompokkan atas tiga fungsi
yaitu :

1. Fungsi manajerial : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian;

2. Fungsi opersional : pengadaan, pengembangan, kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubugan kerja;

3. Fungsi ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia
dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen
sumber daya manusia mempunyai defenisi sebagai suatu perencanaan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas
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pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,
dan pemutusan hubugan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan
organisasi perusahaan secara terpadu.

2. Defenisi Motivasi

Pengertian Motivasi berasal dari perkataan bahasa Inggris yakni
motivation. Namun perkataan asalnya adalah motive yang juga telah
digunakan dalam bahasa melayu yakni kata motif yang berarti tujuan atau
segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), motivasi adalah
keinginan atau dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara
sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan
tujuan tertentu. Motivasi yang ada dalam diri seseorang merupakan
kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna
mencapai tujuan kepuasan dirinya.

Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang
yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam
melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri
individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi
ekstrinsik). Beberapa pendapat ahli tentang motivasi dapat diuraikan
sebagai berikut :

Siagian dalam Sedarmayanti (2011:104) berpendapat bahwa
motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada
para bawaan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja

dengan iklas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan
efisien.
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Terry dalam Sedarmayanti (2011:105) menjelaskan bahwa motivasi
adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang
merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.

Berdasarkan pengertian maupun definisi motivasi para ahli diatas maka

dapat disimpulkan bahwa motivasi sebagai keseluruhan proses pemberian

motif kerja kepada para bawaan untuk mendorong, merangsang atau
menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang
dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuan organisasi.

Motivasi mempunyai peranan strategis dalam kegaiatan wirausaha.

Tidak ada seorangpun yang melakukan wirausaha tanpa adanya motivasi.
Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan berwirausaha.Agar peranan
motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam berwirausaha
tidak hanya diketahui tetapi juga harus diterapkan dalam dunia usaha.
Motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar
timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat
memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi berfungsi untuk
mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa adanya
motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar, berwirausaha,
berorganisasi, dan kegiatan lain.

Jenis-Jenis motivasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Motivasi intrinsik yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu,
yang disebabkan oleh faktor dorongan yang berasal dari dalam diri
sendiri tanpa dipengaruhi orang lain karena adanya hasrat untuk
mencapai tujuan tertentu,

2. Moivasi ekstrinsik yaitu keinginan seseorang untuk melakukan

sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri
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untuk mencapai suatu tujuan. Seseorang pekerja termotivasi bekerja
lebih baik tergantung dari faktor yang dikendalikan oleh seorang
pemimpin perusahaan atau seorang wirausahadan interaksi positif
antar dua faktor tersebut.
Faktor Faktor Motivasi dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Faktor Internal (Intern)
a) Harga diri dan prestasi;
b) Kebutuhan;
c) Harapan;
d) Tanggungjawab;
e) Kepuasan kerja.
2) Faktor Eksternal (Ekstern)
a) Jenis dan sifar pekerjaan;
b) Kelompok kerja;
c) Kondisi kerja;
d) Keamanan dan keselamatan kerja;
e) Hubungan interpersonal.
3. Perusahaan
Perusahaan adalah tempat memproduksi barang atau jasa guna
memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Menurut kamus besar Bahasa
Indonesia, Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan
peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan.
Perusahaan didefenisikan sebagai organisasi berbadan hukum yang

mengadakan transaksi atau usaha.
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Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menyebutkan
Pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan
kegiatan secara tetap dan terus menerus untuk memperoleh keuntungan,
baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan di wilayah Indonesia. Kesimpulannya Perusahaan adalah
organisasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang
mengadakan transaksi atau usaha untuk mendapat keutungan atau laba.
Menurut Nurachmad (2013:6) menyatakan bahwa Perusahaan adalah
setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan
membayar upah atau imblan dalam bentuk lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 1 dan Pasal 6 yang menjelaskan
pengertian Usaha Mikro, Perusahaan Skala Menengah dan Perusahaan
skala besar sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan
maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha
yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki
kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),-
dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil
penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp.

300.000.000;
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2. Perusahaan skala menengah adalah perusahaaan dengan kriteria
kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp.
500.000.000 hingga 10 Milyar dan tidak termasuk bangunan dan
tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 Milyar
sampai 50 Milyar;

3. Perusahaan skala besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih lebih besar dari 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki penjualan lebih dari 50 milyar/tahun.

4. Pengertian Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima
pekerja/buruh selama buruh/pekerja melakukan pekerjaan atau dipandang

melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang- undang No. 13

tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah ialah “Uang yang dibayarkan

sebagai pembalas jasa atau pembayar tenaga kepada seseorang yang

sudah mengerjakan sesuatu. Upah merupakan imbalan finansial langsung
yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang
yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan

Bidang Hubungan Kerja menurut Zaeni Asyhadie dapat dikemukakan

sebagai berikut :
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. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai
kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas
pengerahan jasa-jasa atau pelayananya sesuai denganketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian;

. Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima oleh
seorang pekerja/buruh yang berhak;

. Upah hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk
membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya
kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosialkeluarganya,
seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

. Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar,
oleh pengusaha untuk menetukan upah yang sebenarnyadari
pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.

. Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh
pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada
perusahaan.

Pengertian pekerja Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.13

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud pekerja/buruh

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain. Jadi Hak pekerja adalah suatu tuntutan dan keinginan

yang diperoleh oleh setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

atau imbalan dalam bentuk lain. Bagi pengusaha upah merupakan salah

satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menetukan

besarnya harga pokok serta besarya keuntungan pengusaha. Upah yang
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diterima pekerja atau buruh sangatlah bearti bagi kelangsungan hidup
mereka dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, karena dengan
penerimaan seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga
dalam rangka meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan.
Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang
tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya
pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pemberian upah berguna
untuk meningkatkan output dan efisien, kita haruslah menyadari akan
berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan insentif.

Upah merupakan faktor yang dominan yang memungkinkan
seseorang bersedia bekerja untuk kepentingan orang lain atau untuk
perusahaan ataupun organisasi. Tanpa upah tidak akan ada pengertian
hubungan kerja antara tenaga kerja dengan organisasi ataupun
perusahaan. Sehingga dalam sebuah organisasai ataupun perusahaan,
upah merupakan suatu hal yang sangat penting.

Berbagai teori tentang upah yang dikutip dalam buku Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia oleh Sadi. M dan Sobandi (2020:210) yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah pekerja/buruh.
Teori-teori tersebut adalah:

a) Teori upah hukum alam
Upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenubhi
kehidupan pekerja dan keluarganya serta sesuai dengan kemampuan
perusahaan. Jika upah yang diberikan perusahaan terlalu tinggi, maka

akan mempengaruhi jumlah penjualan. Harga akan meningkat sejalan
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dengan biaya produksi yang tinggi. Jika upah yang diberikan rendah
maka pekerja akan hidup miskin. David Ricardo mengatakan bahwa
yang menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami yang
jumlahnya hanya cukup untuk buruh bertahan hidup.
b) Teori undang-undang upah besi
Teori upah normal di atas hanya memenangkan majikan saja. Oleh
karena itu menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya agar
dapat mencapai kesejahteraan hidup.
c) Teori persediaan upah atau teori dana upah
Menurut teori ini, pekerja atau buruh tidak perlu menentang seperti
yang dikemukakan oleh teori undang-undang upah besi karena upah
yang diterimanya itu sebetulnya berdasarkan pada besar kecilnya
jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana jumlah besar, maka
akan besar pula upah yang akan diterima pekerja/buruh. Sebaliknya,
kalau dana itu berkurang, jumlah upah yang diterima pekerja/buruh pun
akan berkurang.
d) Teori upah etika
Golongan agama yang sangat memperhatikan nasib buruh,
menghendaki supaya soal upah itu juga ditinjau dari sudut etika, yaitu
bahwa upah itu harus menjamin penghidupan yang baik bagi buruh dan
keluarganya. Penetapan upah hendaknya didasarkan pada jumlah

anggota keluarga dari buruh.
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e) Teori upah sosial
Teori ini dilaksanakan di negara sosialis, tidak lagi mendasarkan
upah atas produktivitas suatu pekerjaan, tetapi semata-mata
didasarkan atas kebutuhan buruh. Semua buruh harus menghasilkan
sesuai dengan kecakapan masing-masing dan akan menerima upah
sesuai dengan kebutuhannya.
5. Upah Minimum
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 5 berbunyi :
1. Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya
mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan;
2. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Upah minimum;
b. Struktur dan skala Upah;
c. Upah kerja lembur;
d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
karena alasan tertentu;
e. Bentuk dan cara pembayaran Upabh;
f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; dan
g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan
kewajiban lainnya.
3. Upah minimum terdiri atas :
a. Upah minimum Provinsi;

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.
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Upah minimum Provinsi wajib ditetapkan oleh Gubernur sedangkan

Upah minimum Kabupaten/Kota dapat ditetapkan oleh Gubernur

dengan syarat harus lebih tinggi dari Upah minimum Provinsi. Upah

minimum  ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (3)
menyebutkan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah
minimum Pasal 24 berbunyi Upah minimum sebagaimana dimaksud pasal
23 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur
dan skala upah. Selanjutnya Pasal 36 menyebutkan Ketentuan Upah
Minimum di kecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah pada
usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh.

6. Struktur dan Skala Upah

Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan
yang terendah sedangkan Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah
dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan
jabatan. Pengertian Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah
dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dar yang tertinggi

sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nhominal upah
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dari

yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan

jabatan.

Struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk :

a.

b.

C.

d.

e.

Mewujudkan upah yang berkeadilan;

Mendorong peningkatan produktifitas di perusahaan;
Meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh;
Menjamin kepastian upah;

Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi.

Berdasarkan Permenaker Nomor 01 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (1)

berbunyi Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan

memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan

kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Golongan merupakan banyaknya Golongan Jabatan.

Jabatan merupakan sekelompok tugas dan pekerjaan dalam
organisasi Perusahaan;

Masa kerja merupakan Ilamanya pengalaman melaksanakan
pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam satuan tahun yang
dipersyaratkan dalam suaru jabatan;

Pendidikan merupakan tingkat pengetahuan yang diperoleh dari
jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional
yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan;

Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar

yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.
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Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan
upah pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada
Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya di
tetapkan berdasarkan kesepakatan. Penyusunan Struktur dan Skala Upah
dapat menggunakan tahapan yaitu analisa jabatan,evaluasi jabatan dan
penentuan Struktur dan Skala Upah. Analisa jabatan merupakan proses
memperoleh dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang
dituangkan dalam bentuk uraian jabatan sedangkan evaluasi jabatan
merupakan proses menilai, membandingkan, dan memeringkat
jabatan.Penentuan Struktur dan Skala Upah dilakukan oleh Pengusaha
berdasarkan kemampuan Perusahaan dan harus memperhatikan upah
minimum yang berlaku.

Struktur dan Skala Upah ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan
dalam bentuk surat keputusan. Struktur dan Skala Upah berlaku bagi
Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha di
Perusahaan yang bersangkutan dan digunakan sebagai pedoman untuk
penetapan upah berdasarkan satuan waktu. Struktur dan Skala Upah
wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh oleh Pengusaha
secara perorangan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang
bersangkutan.

Struktur dan Skala Upah dapat ditinjau oleh Pengusaha. Hasil
peninjauan Struktur dan Skala Upah diberitahukan kepada Pekerja/Buruh
yang Golongan Jabatannya mengalami perubahan. Dalam penyusunan

Struktur dan Skala Upah terdapat beberapa metode yang dapat
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digunakan oleh Pengusaha, antara lain metode rangking sederhana,
metode dua titik, dan metode poin faktor. Metode penyusunan Struktur
dan Skala Upah tersebut dapat dipilih oleh Perusahaan sesuai dengan
kondisi Perusahaan rnasing-masing.

Berdasarkan Permenaker Nomor 01 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga)
metode penyusunan Struktur dan Skala Upah yaitu Metode Rangking

Sederhana, Metode Dua Titik dan Metode Poin Faktor sebagai berikut :

Tabel 3
Struktur dan Skala Upah Metode Rangking Sederhana
Jabatan Golongan Upah Terkecil Upah Terbesar
Jabatan (Rp) (Rp)
Pembantu tukang I 1.500.000,00 2.250.000,00
Tukang batu
2 2.000.000,00 3.200.000,00
Tukang kayu
Mandor 3 3.000.000,00 4.000.000,00
Arsitek 4 6.000.000,00 8.000.000,00

Sumber : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.

Tabel 3 di atas merupakan contoh struktur dan skala upah metode
rangking sederhana yang dapat digunakan oleh Perusahaan yang
memiliki tenaga kerja relatif sedikit atau perusahaan yang baru pertama
kali menyusun struktur dan skala upah karena simpel dan tidak banyak
menggunakan rumus. Untuk jabatan pembatu tukang, tukang batu, tukang
kayu, mandor dan arsitek berbeda gaji/upahnya karena memiliki jabatan
yang berbeda. Jabatan tukang batu dan tukang kayu upahnya pun dapat
berbeda karena di pengaruhi oleh golongan jabatan, masa kerja,

pendidikan dan kompetensi.
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Jabatan mandor yang berada di golongan 3 upahnya berada
dikisaran Rp. 3.000.000 s/d Rp. 4.000.000. Mandor yang mempunyai
masa kerja 0-1 Tahun bisa diberikan upah Rp.3.000.000,- sedangkan
mandor dengan masa kerja 1 s/d 2 Tahun bisa diberikan upah
Rp.3.500.000,- dan mandor dengan masa kerja 3 s/d 5 Tahun dapat
berikan upah Rp. 4.000.000,-. Ini merupakan gambaran menyusun
struktur dan skala upah dengan metode rangking sederhana sebagaimana
yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 01

Tahun 2017 tentang struktur dan skala upabh.

Tabel 4
Struktur dan Skala Upah dengan Metode Dua Titik;

Jabatan | Golongan | Upah Terkecil Upah Tengah Upah Terbesar
Jabatan
Office boy 1 1.300.000 1.500.000 1.800.000
Staf 2 3.100.000 3.800.000 4.400.000
Acounting
Supervisor 5.000.000 6.050.000 7.000.000
Kepala 4 6.800.000 8.000.000 9.600.000
Marketing
Kepala 5 8.000.000 12.000.000 17.000.000
SDM
Manager 6 10.000.000 15.000.000 20.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.

Meotde dua titik adalah metode yang menghubungkan 2 (dua) titik dalam

bidang koordinat absis (X) yang merupakan golongan jabatan dan sumbu

ordinat (Y) yang merupakan upah, sehingga membentuk sebuah garis lurus

yang mempunyai persamaan. Garis lurus yang terebntuk dari dua titik

merupakan garis kebijakan upah.
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Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dan
sudah menggunakan rumus.

Untuk jabatan office boy, staf accounting, supervisor, kepala
marketing, kepala SDM, dan manager berbeda gaji/upahnya karena dapat
di pengaruhi oleh golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan
kompetensi. Contoh Jabatan supervisor yang berada di golongan 3
upahnya berada dikisaran Rp. 5.000.000 s/d Rp. 7.000.000,-. Supervisor
yang mempunyai masa kerja 0-1 Tahun bisa diberikan upah Rp.5.000.000,-
sedangkan mandor dengan masa kerja 1 s/d 2 Tahun dan memiliki
kompetensi tertentu bisa diberikan upah Rp.6.500.000,- dan supervisor
dengan masa kerja 3 s/d 5 Tahun dan memiliki pendidikan dapat berikan
upah Rp. 7.000.000,-. Ini merupakan gambaran menyusun struktur dan
skala upah dengan metode dua titik sebagaimana yang diamanahkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
dan Peraturan Menteri Ketengakerjaan Nomor 01 Tahun 2017 tentang

struktur dan skala upah.

Tabel 5
Tabel Poin Faktor
Faktor Poin Turunan Faktor

Keahlian 300 Pengetahuan

Pengalaman
Usaha 120 Fisik

Mental
Tanggung Jawab 480 Peraturan

Keuangan
Lingkungan Kerja 100 Kondisi kerja

Bahaya

Sumber : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017.
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Pada Tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa penyusunan struktur dan
skala upah metode poin faktor sudah memperhitungkan faktor keahlian
(pengetahuan dan pengalaman), faktor usaha (fisikk dan mental), faktor
tanggung jawab (peraturan dan keuangan), faktor lingkungan kerja (kondisi

kerja dan bahaya).

Tabel 6
Struktur dan Skala Upah dengan Metode Poin Faktor
Jabatan | Golongan | Upah Terkecil Upah Tengah Upah Terbesar
Jabatan
Office boy 1 1.300.000 1.500.000 1.800.000
Staf 2 3.100.000 3.800.000 4.400.000
Acounting
Supervisor 3 5.000.000 6.050.000 7.000.000
Kepala 4 6.800.000 8.000.000 9.600.000
Marketing
Kepala 5 8.000.000 12.000.000 17.000.000
SDM
Manager 6 10.000.000 15.000.000 20.000.000

Sumber : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017

Struktur dan skala metode poin faktor dilakukan dengan tahapan analisis
jabatan dan evaluasi jabatan serta memperhitungkan faktor keahlian
(pengetahuan dan pengalaman), faktor usaha (fisik dan mental), faktor
tanggung jawab (peraturan dan keuangan), faktor lingkungan kerja
(kondisi kerja dan bahaya). Adapun contoh struktur dan skala upah
metode poin faktor dapat dilihat sebagai berikut :
1. Jabatan Office Boy

a) Pendidikan/pengetahuan (SLTA);

b) Pengalaman kerja 2 Tahun;

c) Bekerja banyak menggunakan fisik;

d) Bekerja menggunakan sedikit tekanan mental,
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e) Mempunyai wewenang sedikit dalam memutuskan
keputusan/kebijakan;

f) Tidak mempunyai wewenang mengelolah keuangan;

g) Kondisi tempat kerja tidak ber-AC;

h) Resiko kecelakaan kerja sedang ;

1) Upah dapat diberikan pada dikisaran Rp.1.300.000 s/d
Rp.1.800.000. dengan mempertimbangkan beberapa poin faktor
diatas.

. Jabatan Supervisor

a) Pendidikan/pengetahuan (S.1);

b) Pengalaman kerja 5 Tahun;

c) Bekerja sedikit menggunakan fisik;

d) Bekerja banyak mengalami tekanan mental;

e) Mempunyai wewenang Yyang sedang dalam memutuskan
keputusan/kebijakan;

f) Mempunyai sedikit wewenang mengelolah keuangan;

g) Kondisi tempat kerja nyaman/ ber-AC;

h) Resiko kecelakaan kerja rendah;

i) Upah dapat diberikan pada dikisaran Rp.5.000.000 s/d
Rp.7.000.000. dengan mempertimbangkan beberapa poin faktor
diatas.

. Jabatan Manager

a) Pendidikan/pengetahuan (S.1 atau S.2);

b) Pengalaman kerja 5 s/d 10 Tahun ;
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c) Bekerja sedikit menggunakan fisik;

d) Bekerja banyak mengalami tekanan mental;

e) Mempunyai wewenang Yyang tinggi dalam memutuskan
keputusan/kebijakan;

f) Mempunyai wewenang dalam mengelolah keuangan;

g) Kondisi tempat kerja nyaman/ ber-AC,;

h) Resiko kecelakaan kerja rendah;

1) Upah dapat diberikan pada dikisaran Rp.10.000.000 s/d
Rp.20.000.000. dengan mempertimbangkan beberapa poin faktor
diatas.

7. Kepatuhan penerapan Struktur dan Skala Upah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dijelaskan kewajiban Perusahaan untuk menerapkan struktur
dan skala upah dan memberitahukannya kepada pekerja/buruh. Apabila
Perusahaan tidak menerapkan struktur dan skala upah maka akan
dikenakan sanksi administrasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan kewajiban Perusahaan menerapkan struktur dan skala upah di
lakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Kepatuhan penerapan struktur dan skala upah adalah ketaatan
Perusahaan untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah
dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan
kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagkerjaan Nomor 1

Tahun 2017. Adapun Indikator yang mempengaruhi kepatuhan
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Perusahaan dalam menerapkan struktur dan skala upah dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Sosialisasi

Pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi
dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir
hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi
maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan
kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya
masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan
pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu
nilai, norma dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota
masyarakat. Beberapa pendapat ahli terkait sosialisasi dapat diuraikan
sebagai berikut :

Menurut Kurniawati (2018:2) Sosialisasi diartikan sebagai sebuah
proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari
kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan
norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat
diterima oleh masyarakatnya.

Sedangkan menurut Maclever (2013:175) berpendapat bahwa
sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan
semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan
berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Adapun tujuan sosialisasi menurut Agustin (2014) antara lain :
Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk

melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah Masyarakat;
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1) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien
serta mengembangkan kemampuan kemampuan membaca, menulis
dan bercerita;

2) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan
mawas diri yang tepat;

3) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di
masyarakat.

Fungsi Sosialisasi menurut Ibeng (2020) dibagi menjadi 2 macam
yaitu 1) segi kepentingan individu dan 2) kepentingan Masyarakat. Dari
segi kepentingan individu sosialisasi berfungsi supaya seorang individu
dapat mengenal, mengakui serta menyesuaikan dirinya dengan nilai,
norma dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi
kepentingan masyarakat sosialisasi berfungsi sebagai alat dalam
pelestarian, penyebarluasan serta mewarisi nilai, norma, maupun
kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat.

Tahapan Sosialisasi menurut Mead dalam Bonawati dan Aulia (2015)
tahap-tahap sosialisasi antara lain :

1) Tahap persiapan: dialami saat seseorang mempersiapkan diri untuk
mengenal dunia sosial termasuk memperolah pemahaman tentang
diri;

2) Tahap meniru : mulai membentuk kesadaran kemampuan untuk

menempatkan diri pada posisi yang lain;

38



3) Tahap siap bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang
dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri
dengan penuh kesadaran;

4) Tahap penerimaan norma kolektif, tahap ini seseorang telah dianggap
dewasa dan harus mandiri menjadi masyarakat.

Sosialisasi struktur dan skala upah diperusahaan adalah Upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah dalam peningkatan pengetahuan,
pemahaman dan wawasan perusahaan dalam hal menyusun dan
menerapkan struktur dan skala upah. Hal ini dilakukan sebagai langkah
awal atau tindakan preventif untuk menigkatkan kepatuhan pengusaha
dalam menjalankan kebijakan Pemerintah dibidang pengupahan. Adapaun
bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi tatap muka
dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dengan peserta
dari Direktur atau Human Resources Development (HRD) Perusahaan.

b. Pembinaan

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan
terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki
tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan
tersebut. Pengertian pembinaan menurut kamus besar bahasa indoneisa
(1996:134) adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara berdaya guna untuk memperolehhasil yang lebih baik.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan
(empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai
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kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan
kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang di
inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan
adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan
tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil
guna dengan baik. Pembinaan menurut psikologi dapat diartikan sebagai
sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang
seharusnya terjadi atau menjaga keadaan yang sebagaimana
seharusnya.

Menurut Widjaya (1988) dalam Bukharis (2012:online) Pembinaan
adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-
urutan pengertian, diawali dengan mendirikan kebutuhan memelihara
pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan,
menyempurnakan dan mengembangkannya.

Sedangkan menurut Hidayat. S (1979) dalam Alfatawy (2012:online)
pembinaan adalah suatau usaha yang dilakukan dengan sadar,
berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan sikap dan
keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan,
pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan
untuk mencapai suatu tujuan.

Pembinaan menurut Thoha (2003:182) adalah suatu tindakan,
proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan
adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai
kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur
dari defenisi pembinaan yaitu : 1) pembinaan itu bisa berupa suatau
tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan 2) pembinaan bisa

menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Sedangkan menurut
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Poerwadarmita dalam Bukharis (2012) pembinaan adalah suatu usaha,
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna
untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan struktur dan skala
upah adalah Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan berkunjung
langsung ke Perusahaan dalam rangka melakukan pembinaan,
memperkenalkan, membimbing Pengusaha untuk menyusun dan
menerapkan Struktur dan Skala upah;
c. Pengawasan Ketenagakerjaan

Dalam rangka penegakan hukum ketenagakerjaan maka diperlukan
pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ini bertujuan untuk
melindungi  pekerja/burun  dan menjamin pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Penegakan hukum pada masa sekarang ini diberi makna yang lebih
luas tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (law enforcement)
tetapi juga meliputi langkah preventif dalam arti pembuatan undang-
undang (Jaya, 2008:133)

Perlindungan  tenaga kerja  dilakukan  untuk  menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa
disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang
lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan  ketentuan
perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku (Hakim, 2009:105)

Ada tiga pihak yang berperan dalam penegakan hukum
ketenagakerjaan yaitu Pekerja/Buruh, Pengusaha dan Pemerintah.
Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintahan untuk

menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan yang telah digariskan dan
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sasaran yang telah ditetapkan. Karena pengawasan bukan bertujuan
untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah.

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang
salah demi perbaikan kedepan. Pengawas Ketenagakerjaan merupakan
kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan
merupakan perangkat Negara terpenting dalam melakukan intervensi
untuk merancang, mendorong, dan berkontribusi pada pengembangan
budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan
seperti hubugan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan
kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan
dan jaminan sosial.

1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 176 menyebutkan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan
independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang undangan
ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menurut
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan yakni Penagwai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan
ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan pertauran perudang-undangan.

Adapun fungsi pengawasan ketenagakerjaan (Manulang,1995:125)

sebagai berikut :
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1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

2) Memberikan penerangan teknis dan nasihat kepada pengusaha dan
tenaga kerja agar tercapainya pelaksanaan Undang-Undang dan
Ketenagakerjaan secara efektif;

3) Melaporkan kepada pihak berwenang atas kecurangan dan
penyelewangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Adapun kewenangan pengawas ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Untuk menjamin penegakan hukum bidang ketenagakerjaan;

2. Memberikan penerangan dan penasihat teknis terhadap pengusaha
dan pekerja/buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

3. Mengumpulkan bahan keterangan mengenai hubungan kerja dan
keadaan ketenagakerjaan dalam arti seluas-luasnya sebagai bahan
penyusunan kebijakan.

Adapun rencana kerja pengawas ketenagakerjaan meliputi yaitu :

1. Pembinaan
Serangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh  pengawas
ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
pengusaha, pekerja/buruh, pengurus atau anggota kelembagaan
ketenagakerjaan tentang peraturan perundang-undagan.

2. Pemeriksaan
Serangkaian  kegiatan yang dilakukan oleh  pengawas
ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan pelaksnaan peraturan

perundang-undangan di perusahaan. Pemeriksaan terdiri dari :
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Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan tata letak dan alur proses

produksi, pemeriksaan lapangan, pengambilan keterangan. Setiap

pengawas ketenagakerjaan wajib membuat nota pemeriksaan

setelah melakukan pemeriksaan yang terdiri dari : Nota pemeriksaan

I, Nota pemeriksaan Il dan Nota pemeriksaan khusus.
2) Pengawasan Struktur dan Skala Upah oleh Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan Pasal 78 menyebutkan Pengawasan ketenagakerjaan
terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
ketenagakerjaan provinsi. Salah satu kebijakan pengupahan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
adalah kewajiban Perusahaan dalam menyusun dan menerapkan Struktur
dan Skala Upah dan pengawasanya dilakukan oleh Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan.
d. Sanksi
Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai nilai atau

konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial. Satjipto
Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Ridwan (2006:27) dalam bukunya Hukum Administrasi Negara
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menyebutkan bahwa sarana penegakan hukum Administrasi Negara berisi
dua hal yaitu 1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat
melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang undang yang
ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang
meletakkan kewajiban individu, dan 2) Penerapan kewenangan sanksi
pemerintahan agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik
sesuai koridor hukum yang berlaku antara lain pengawasan bahwa organ
pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan
undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap
keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan
kewenangan sanksi pemerintahan.

Tindakan Pemerintah dalam melakukan pengawasan mempunyai
tujuan agar dalam menjalankan kegiatannya pemerintah melakukannya
berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar
mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-
norma hukum vyang terjadi dalam masyarakat karena adanya
penyimpangan sosail dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai
dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Upaya penegakan hukum administrasi dan kebijakan mempunyai
sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadapt norma-norma
administrasi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi rakyat. Oleh
karena itu sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma

hukum tertentu.
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Kewenangan Pemerintah dalam penggunaan dan penerapan
sanksi administrasi, merupakan kewenangan yang didasarkan atas hukum
administasi negara yang tertulis maupun tidak tertulis yang diatur sesuai
peraturan yang berlaku. Sehingga sanksi administrasi yang timbul
merupakan akibat dari hubungan pemerintah dan warga negara tanpa
melalui peradilan karena sanksi tersebut dapat dilakukan secara langsung
oleh organ yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan Pasal 79 terkait sanksi Administratif dapat diuraikan sebagai
berikut :

a. Pemberian sanksi Administratif dapat berupa :

1) Terguran tertulis merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran
yang dilakukan oleh pengusaha;

2) Pembatasan kegiatan usaha meliputi a). pembatasan kapasitas
produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dan/atau, b)
penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi
bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa
tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi
barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu;

4) Pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh
proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu

tertentu.
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. Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai

kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pengusaha;

. Pengenaan sanski administratif diberikan berdasarkan hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang
berasal dari 1) Pengaduan dan/atau 2) Tindak lanjut hasil pengawasan

ketenagakerjaan;

. Tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas

Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan;

. Dirjen atau Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada pejabat

yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

. Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah unsur penelitian yang yang menjelaskan

tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti, Berdasarkan

landasan teori yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan defenisi

konsep dari masing-masing variabel sebagai berikut :

1.

Motivasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan
atau kondisi yang mendorong atau menggerakan
pengusaha/perusahaan untuk menyusun dan menerapkan Struktur
dan Skala Upabh,;

Perusahaan skala menengah yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah perusahaaan dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki
pemilik usaha mencapai lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta
rupaih) hingga Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan tidak

termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan
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tahunannya mencapai 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta
rupiah) sampai 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah).
Perusahaan skala besar yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari
Rp.10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) termasuk tanah dan
bangunan dan memiliki penjualan lebih dari Rp. 50.000.000.000 (Lima
puluh milyar) pertahun.

Kepatuhan penerapan sturktur dan skala upah yang dimaksudkan
dalam penelitian ini adalah Ketaatan perusahaan untuk menyusun dan
menerapkan Struktur dan Skala Upah dengan memperhatikan
golongan, jabatan, masa Kkerja, pendidikan dan kompetensi
berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagkerjaan Nomor 1 Tahun 2017;
Sosialisasi adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
peningkatan pengetahuan, keterampilan dan wawasan Perusahaan
dalam menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah;
Pembinaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
serangkaian kegaiatan yang dilakukan oleh Pemerintah vyaitu
melakukan kunjungan langsung ke perusahaan dalam rangka
membimbing dan memperkenalkan Pengusaha untuk menyusun dan
menerapkan Struktur dan Skala upabh;

Pengawasan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
pengawasan terhadap penerapan Struktur dan Skala Upah dilakukan

oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
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8. Sanksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian
sanksi Administratif berupa terguran tertulis, pembatasan kegiatan
usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
dan pembekuan kegiatan usaha kepada Perusahaan yang belum

menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah.

C. Kerangka Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 21 menyebutkan pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas. Bagi pengusaha yang tidak
menyusun dan menerapkan serta tidak memberitahukan struktur dan
skala upah kepada seluruh pekerja/buruh dikenai sanksi administratif.
Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada bagan/gambar sebagai

berikut :
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Gambar 6
Kerangka Penelitian

Analisis Kepatuhan Penerapan Struktur dan Skala Upah di
Perusahaan skala menengah dan Skala besar di Kabupaten
Luwu Timur.

Sosialisasi
Pembinaan
Pengawasan
Sanksi

l

Mengetahui tingkat kepatuhan Penerapan Struktur dan Skala

hrownPE

Upah di Perusahaan skala menengah dan skala besar yang ada

di Kabupaten Luwu Timur;

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala
Upah.
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